BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan selama kurang lebih 4 bulan di Kantor
Konsultan Pajak XYZ dan hasil pembahasan terkait penelitian pengaruh tax
management terhadap penghematan pajak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :

1. Selama melaksanakan program magang MBKM di Kantor Konsultan Pajak
XYZ sebagai accounting staff, kegiatan magang yang dilakukan secara garis
besar adalah pelaporan SPT Masa, Pelaporan SPT Tahunan dan Preparation
Tax planning. Pelaporan SPT Masa dimulai dari pengunduhan sertifikat,
perekaman data di etaxinvoice, e-SPT, e-faktur web based , dan pelaporan SPT
Masa melalui e-bupot unifikasi. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan dimulai
dari pengisian data di e-Form melalui data yang diberikan oleh mentor juga
melakukan laporan keuangan komparatif dengan menghitung persen
perubahan dari setiap komponen. Kegiatan preparation tax planning diajarkan
setelah selesainya bulan pelaporan SPT Tahunan baik OP maupun Badan
(Maret — April), tax planning yang diajarkan yaitu penghitungan PPh 21
dengan metode gross up, pemilihan bentuk usaha (Penghitungan PPh Badan)
dan pemaksimalan kredit pajak.

2. Selain dari kegiatan magang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh tax management terhadap penghematan pajak. Berdasarkan hasil
olah data yang sudah dijabarkan pada bagian hasil pekerjaan maka diperoleh
kesimpulan CV. XXX melakukan tax management berupa penghitungan PPh
21 dengan menggunakan gross up method, pemilihan bentuk usaha sebagai
badan dan pemaksimalan kredit pajak dengan mengkreditkan PPh 22 atas
kegiatan impor pembelian kulit imitasi dan PPh 25 (angsuran). Melalui tax
management tersebut juga CV. XXX telah berhasil melakukan penghematan
pajak.

3. Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan
bahwa kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak XYZ berkaitan dengan
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mata kuliah perpajakan 1 mengenai dasar perpajakan, mata kuliah perpajakan
2 terkait PPh (mencakup PPh 22, PPh 25, PPh 29, PPh 26, PPh 23, PPh 4(2),
PPh 21) dan materi deductible dan non deductible expense. Selain itu, kegiatan
magang ini juga berkaitan dengan mata kuliah manajemen pajak khususnya

mengenai materi tax management.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kegiatan magang telah dijalani selama empat bulan di Kantor Konsultan
Pajak XYZ dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka
rekomendasi yang dapat diberikan yaitu :

1. Rekomendasi kepada Kantor Konsultan Pajak XYZ untuk program magang
selanjutnya agar ke depannya peserta magang dapat lebih dilibatkan lagi dalam
preparation tax planning sehingga banyak kegiatan yang bersangkutan dengan
penerapan tax planning agar peserta magang dapat lebih merefleksikan lagi
keilmuan dari mata kuliah manajemen pajak dengan kondisi nyata pada suatu
perusahaan. Selain itu, peserta magang juga dapat lebih dilibatkan dan
diajarkan lagi dalam persiapan pelaporan SPT Tahunan sehingga tugas peserta
magang tidak hanya sekadar menghitung persen perubahan setiap komponen
dalam laporan keuangan tetapi juga diajarkan bagaimana cara
menganalisisnya. Ke depannya, kurikulum untuk peserta magang juga dapat
lebih dikomunikasikan lagi kepada mentor sehingga mentor bisa memberikan
tugas dan pengarahan yang sesuai dengan timeline yang tertera dan memenubhi
setiap poin yang tertera dalam kurikulum.

2. Rekomendasi kepada CV. XXX terutama dalam tax management yang
dilakukan yaitu untuk terus menerapkan tax management yang saat ini sudah
dijalankan seperti penghitungan PPh 21 dengan metode gross up, tidak
mengubah bentuk usaha menjadi orang pribadi, dan terus memaksimalkan
kredit pajak apabila ada. Sedangkan untuk pemilihan metode penyusutan,
secara jumlah tentu akan terjadi penghematan pajak apabila perusahaan
memilih metode saldo menurun karena jumlah beban penyusutan akan besar di
awal tahun dan mengecil setiap tahunnya namun, melihat omzet perusahaan

setiap tahunnya cenderung konstan tentu akan lebih aman apabila perusahaan
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menggunakan metode garis lurus. Terkait pemaksimalan deductible expense
perusahaan telah melakukan rekonsiliasi dengan benar, ke depannya apabila
ada biaya yang memerlukan biaya nominatif perusahaan dapat membuatnya

sehingga tidak dikenakan koreksi dan dapat dibebankan secara fiskal.
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